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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Penelitian Terdahulu

Komala (2010), meneliti Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran
Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal
Penelitian ini bertujuan mengetahui besamya kontribusi pajak hotel dan restoran
terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Datayang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitw Laporan Target dan Realisasi
Pajak Hotel dan Restoran.

Hasil penelitian ini didapatkan nilar koefeisien korelasi (R) sebesar 1 yang
artinya terdapat hubungan yang sangat kuat bahkan sempurna antara jumlah hotel
dan restoran, tingkat inflasi. dan jumlah wisatawan nusantara secara bersama -sama
terhadap realisasi pen¢rimaan pajak hotel dan restoran. Sedangkan rata -rata
besarnya kontribusi realisasi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,570% per tahun dan Tingkat efektifitas
pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal tidak menunjukkan progres dalam
artian berjalan fluktuatif dan tahun ke tahun . Serta upaya-upaya yang telah
dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam rangka meningkatkan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran
meliputi mengadakan sosialisasi terhadap pemilik restoran dan hotel, intensifikasi
dan ekstensifikasi objek pajak hotel dan restoran, mengadakan pendataan ulang
atau tertib administrasi di setiap kecamatan untuk melihat perkembangan wajib

pajak yang sudah ada.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41471.pdf
13

Adhityo, D. B. (2012), meneliti Potensi Atas Penerimaan Pajak Hotel dan
Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara, dimana
Pajak Daerah merupakan salah satu penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah;
semakin besar penerimaan Pajak Daerah semakin besar pula kontribusinya
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Hotel merupakan salah satu dari sekian pajak yang dimiliki
Kabupaten Jepara, dimana keberadaanya sangat penting sebagai sumber
penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah(PAD). Namun dalam
realisasinya keberadaan Pajak Hotel ini justru hanya memberikan kontribusi yang
sangat sedikit terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Hal
tersebut karena dalam penentuan target penetapan Pajak Daerah, nilainya tidak
berdasarkan potensi pajak hotel yang sebenarnya dan Pajak Hotel yang ada belum
tergali secara optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi Pajak
Hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara dan seberapa besar pengaruh potensi
dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Jepara.

Untuk mengitung potensi pajak hotel digunakan beberapa vanabel terkait
yaitu jumlah hotel, jumlah kamar, klasifikasi hotel, tarif kamar rata-ratajumlah
hari dalam setahun dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan.

Secara keseluruhan dari data yang didapat dilapangan terlihat bahwa pajak
hotel di Kabupaten Jepara memiliki potensi yang besar, namun kontribusi yang
dihasilkan dari realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah
Kabupaten Jepara tahun 2008 sampai dengan 2012 berturut-turut adalah sebesar
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0,28%, 0,34%%, 0,44%, 0,37%%, 0,35%, yang berarti sangat kurang atau rendah.
Sedangkan dibandingkan dengan perhitungan potensi pajak hotel maka kontribusi
yang diberikan pajak hote! terhadap PAD dari tahun 2008-2012 adalah sebesar
4,58%, 5,02%, 4,28%, 3,67% dan 3,12 %. Dengan rata-rata kontribusi sebesar
4,14%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten jepara masih belum bisa
memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya, terutama penerimaan dari pajak
hotel.

Prasetyo (2006) melakukan penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak
Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupatetn Kudus Tahun 2000-2004",
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif secara
kuantitatif. Penelitian ini menyimpulakan bahwa potensi pajak reklame di
Kabupaten Kudus terdin dan potensi-objek pajak dan subjek pajak. Potensi objek
pajak reklame Kabupaten Kudus dapat dilihat dari daftar perbandingan realisasi
penerimaan PAD setap tahun anggarannya, hal ini digunakan untuk mengetahu
seberapa besar kontribusi suatu pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Kudus,
sedangkan -potensi subjek pajak reklamenya meliputi wajib pajak dan tempat
pemasangan reklame,

Hasil lain penelitian im adalah besarnya kontribusi pajak reklame
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun sebesar 0,97% dan
masih menunjukan nilai yang relatif kecil tetapi cukup berarti dalam pembiayaan
penyelenggaraan pemerintah. Adapun faktor -faktor yang mengahambat
pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kudus meliputi perlawanan pasif seperti
perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit
dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan dan diiaksanakan
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dengan baik, serta perlawanan aktif misalnya tax avoidance dan tax evasion.
Usaha yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan
pajak reklame melalui intensifikasi dan ekstensifikast.

Daud (2001) melakukan penelitian dengan menggunakan analisis laju
pertumbuhan, anahisis kontribusi, analisis efisiensi, dan analisis efektifitas. Dari
hasil perhitungannya diperoleh bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel dan
restoran di kabupaten Kendan selama 5 tahun terakhir yaitu dan tahun 1996/1997
s/d 2000/2001 adalah sebesar 23,5 % per tahun rata-rata kontribusi pajak hotel
dan restoran terhadap pajak daerah selama 5 tahun terakhir, yaitu dan tahun
1996/1997 s/d 2000/2001 adalah sebesar 0,18%.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kontribusi Pajak Daerah dalam
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulanan Am, dimana penelitian ini
lebih fokus pada kontribusi pajak hotel dan restoran, karna pajak hotel dan
restoran memiliki potensi yang cukup besar untuk dikelola, namun kontribusi
yang dihasilkan dan realisasi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan asli
daerah masih sangat kecil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hal inilah yang
membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian

sebelumnya yang telah dikemukakan diatas menggunakan pendekatan kuantitatif.

2. Pendapatan Asali Daerah (PAD) Sebagai Sumber Keuangan Daerah
Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD

adalah: “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah
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dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan
asas desentralisasi”.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa otonomi yang
dibenkan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah
daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti
oleh pengaturan pembagiar, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang
berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih
mampu menggali sumber-sumber keuangan khusisnya untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan
Asli Daerah atau PAD (Sidik, 2002). Oleh karenanya penyelenggaraan
otonomi daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, manakala dibareng
dengan kemampuan’ yang ‘kuat dari daerah dalam mengembangkan atau
meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal itu berarti,
pemerintah« daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegitan
opersional rumah tangganya.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam
desentralisasi terjadi proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dijalankan oleh
pemerintah daerah secara otonom melalui kelembagaan yang dimiliki sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menjalankan

kekuasaan/kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah harus memiliki
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sumber-sumber daya yang cukup diantaranya adalah sumberdaya keuangan
yang memadai.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari
kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena merupakan salah satu
indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Dengan kata lain
pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam otonomi daerah secara
baik apabila mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup.

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang sangat mempengaruhi
karena sebagai pendapatan yang dihasilkan sendin dan dimanfaatkan secara
leluasa oleh daerah, sehingga PAD perlu mendapat perhatian khusus oleh pemda
setempat dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah
Pusat, sebab harus diakui bahwa meskipun otonomi daerah telah berlansung,
namun ketergantungan daerah terhadap pusat tetap tinggi yang tercermin dari
lebih besarnta jumlah subsidi (DAU) terhadap PAD dalam APBD, yang berarti
PAD masih sangat kecil kontribusinya bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2003:140) sumber-sumber PAD terdiri
dari beberapa unsur yaitu:

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

¢. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
d. Hasil Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Disis lain menurut Wajong (1985), ada beberapa cara lain untuk
meningkatkan Pendapatan Keuangan Daerah (Kemampuan Keuangan) antara

lain: (1) Mencermati dan menggali potensi Pengembangan Sumber Daya
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Manusia; (2) Menyiapkan sumber daya tenaga kerja yang memadai dan
berkualitas; (3) Melaksanakan akuntansi yang benar.

Sedangkan menurut Sarundajang (1999), bahwa kemampuan keuangan
daerah (PAD) dapat ditingkatkan dengan cara:

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan,

b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik;

¢. Tingkatkan pengawasan;

d. Meningkatkan kualitas aparatur (petugas pajak); dan

e. Memberikan penghargaan (Rewar) kepada pelaksana yang berhasil.

Widayat (1994:32), menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan sumber-sumber PAD
agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potelsialnya. Selanjutnya
dikatakan bahwa ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga
maksimal, yaitu dengan’ cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut
diuraikan bahwa-wujud nyata dan kegiatan intensifikasi ini untuk pajak yaitu
menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati
potensinya.

Sejalan dengan hal tersebut, Lains (1985:55), mengatakan dalam kaitannya
peningkatan pendapatan khususnya PAD, maka kebijakan yang perlu ditempuh
adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga
diharapkan pendapatan asli daerah akan dapat lebih berperan.

Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah akan dapat ditingkatkan
dengan mengandalkan pada Kebijakan intensifikasi pemungutan pajak daerah.
Namum demikian, kekuatan pembaharuan yang diajukan sebagai strategi barunya
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adalah pada aksentuasi manajemen pengelolaan yang modern dan audit
kinerjanya. Dengan penerapan manajemen pengelolaan yang modern dan audit
kinerja yang objektif, maka akan berdampak pada efesiensi, transparansi dan
efektif menutup kebocoran-kebocoran PAD. Upaya Intensifikasi pajak daerah
tersebut juga akan direncanakan dengan selalu mempertimbangkan keseimbangan
objek pajak dengan koefisien beban yang ditanggung masyarakat.

Salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam ' mengeksploitasi
pendapatan tersebut adalah seberapa besar sektor pajak. daerah memberikan
kontribusi terhadap penerimaan daerah, khususnya PAD yang nantinya dapat
dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja
daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan
bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu daerah diwajibkan untuk menggali segala
sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran
Pendapatan, “ dan Belanja Daerah (APBD) haruslah diusahakan mengalami
peningkatan; minimal harus kostan upaya peningkatan PAD dalam menggali
sumber-sumber keuangan daerah bukanlah merupakan hal yang mudah. Untuk itu
sangatlah dituntut dan pemerintah daerah Kabupaten / Kota agar lebih berinisiatif
dan berkreatif dalam meningkatkan PAD-Nya bagi terwujudnya kemandirian
keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang
menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD
suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah
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tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber

penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

3. Konsep Kontribusi Penerimaan

Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar
sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
(Halim,2004). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah
memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan <Asli 'Daerah. Dalam
mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan perierimaan pajak daerah
periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan.Asli"Daerah periode tertentu
pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya
terlalu kecil berarti peranan pajak ‘daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.
Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang dimaksud
adalah prosentase (%) penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan
asli daerah dalam peniode tertentu.

Untuk dapat menilai baik atau tidaknya pajak daerah yang ada dan
pajak daerah yang diusulkan, maka dapat menggunakan lima tolok ukur
sebagaimana dikemukakan oleh Devas (1989) yakni:

a  Hasil (Yield), memadai tidaknya hasil suatu pajak dacrah dalam kaitan dengan
berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya
memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi,
pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak

dan biaya pungut.
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b. Keadilan (Equity), dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan
tidak sewenang-wenang, pajak tersebut harus adil secara horisontal,
artinya beban pajak harus sama benar antara bebagai kelompok yang
berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara
vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar
memberikan sumbangan yang lebih besar danpada kelompok yang tidak
banyak memiliki sumber daya ekonomi, dan pajak itu harus adil dan tempat
ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan
sewenag-wenang dalam beban pajak dari satu'daerah ke daerah lain, kecuali
perbedaan ini mencerminkan perbedaan - -dalam cara menyediakan
layanan masyarakat.

¢. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency), pajak hendaknya
mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber
daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan
sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau
orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil ‘beban lebik’
pajak.

d Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement), sutau pajak haruslah
dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha

e. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan daerah (Switability as a Local
Revenue Source), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak
harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan
tempat akhir beban pajak; pajak tidak mungkin dihindan, dengan cara
memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak jangan
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hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi
potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak
menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha

pajak daerah

4. Konsep Administrasi Perpajakan

Adminnistrasi Pajak menurut Gunadi adalah administrasi hukum atau legal
administration, artinya administrasi yang harus dijalankan adalah bagaimana
ketentuan hukum menghendaki khususnya ketentuan-hukum formal perpajakan,
disini administrasi pajak adalah merupakan instrument dar ketentuan formal
perpajakan yang ada. Hal yang demikian 4ini administrasi pajak memiliki posisi
yang sangat penting, tidak hanya pada‘pelayanan, pengawasan, dan pembinaan
namun juga menyangkut hak-hak wajib yang yakin benar bahwa pelaksanaan
kewajiban perpajakannya dilindungi dengan administrasi yang baik.

Menurut Ersiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan,
“admimstrasi perpajakan (7ax Administration) ialsh cara-cara atau prosedur
pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenal peran admuinistrasi perpajakan,
Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan
untuk merealisasikan peraturan pexpajakan dan penerimaan negara sebagai
amanat APBN.

Menurut Gunadi, dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi
perpajakan dalam mengumpulkan penenimaan, perlu diingat sasaran administrasi
pajak yakni; meningkatkan kepaatihan pembayaran pajak dan melaksanakan

dengan biaya optimal. Mengutip de Jantscher (1996) dikemukakan bahwa
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“keadilan merupakaan salah satu elemen vang dapat membantu meningkatkan
kepercayaan masyarakat atas system perpajakan dan selanjutnhya meningkatkan
kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak”.

Toshiyuki (2001) seperti dikutip Gunardi menyatakan bahwa untuk
mencapai hal tersebut, disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan
seperti berikut: pertama Administrasi Pajak harus dapat mengamannkan
penerimaan negara/daerah; kedua hamus berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan trasparansi, ketiga dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan
adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kewenangan-kewenangan, arogansi, dan
prilaku yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, keempat dapat mencegah dan
memberikan sanksi serta hokum yang adil atas ketidak jujuran dan pelanggaran
serta penyimpangan, kelima mampu menyelenggarakan system perpajakan yang
efisien dan efektif, keenam meningkatkan kepatuhan pembayar pajak, ketujuh
member dukungan terhadap pertwmbuhan dan pembangunan usaha yang schat
masyarakat pembayar pajak, kedelapan dapat memberi kontribusi atas
pertumbuhan demokrast masyarakat.

Administrasi Pajak merupakan faktor vang sangat penting dalam
penerimaan pajak. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Norman D. Nowak
(Salomo dan Ikhsan, 2002:108) bahwa administrasi perpajakan merupakan
kunci keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Selanjutnya,
Salomo dan Ikhsan juga (2002:107) menyebutkan kriteria-kriteria untuk menilai
kinerja pajak daerah yaitu tax effort (upaya pajak), tax effectiveness (hasil guna

pajak) dan fax efficiency (daya guna pajak).
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Mansury (1994:43) mengatakan bahwa unsur ketiga dan sistem perpajakan
adalah administrasi perpajakan, yang mempunyai tiga pengertian yaitu:

a  Suatu instansi atau badan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab
untuk menyelenggarakan pungutan pajak. Dalam kaitannya dengan instansi
atau badan yang dibenkan wewenang dan tanggung jawab untuk
pemungutan penyelenggaraan pemungutan pajak.

l:;. Orang-orang yang terdiri dan pejabat dan pegawai yang bekerja pada
instanst perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pungutan
pajak. Dalam kaitannya dengan orang-orang yang ada dalam
administrasi maka bentuk yang paling rasional menurut Max Weber
(Kasim,1998:9) mempunyai ciri-Cifi sebagai berikut :

“Para pegawai atau pejabat-dalam birokrasi adalah pnbadi yang merdeka
dan hanya tunduk pada tugas jabatannya yang impersonal. Dengan kata lain
seorang birokrat sejati hanya tunduk kepada peraturan dan prosedur resmi. Ia

tidak tunduk kepada orang lain karena semata-mata hubungan pribadi atau
karena orang tersebut mempunyai status yang lebih tinggi dan sebagainya ”

Lebih lanjut dikatakan bahwa ciri-ciri tersebut merupakan ciri birokrasi
yang ideal,” murmni atau bentuk yang rastonal yang pada akhirnya
mempunyai tujuan efisiensi.
¢. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi  atau badan.
Kegiatan ini dilaksanakan sedemikian rupa  sehingga dapat mencapai
sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan,
berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.
Lebih lanjut Devas (1989:144) menguraikan hal-hal yang harus

diperhatikan dalam prosedur administrasi pengumpulan pajak, sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41471.pdf
25

a. Menentukan wajib pajak

Dalam menentukan wajib pajak haruslah ada prosedur pajak yang
menyulitkan bagi wajib pajak untuk menyembunyikan hutang pajaknya
pajaknya. Misalnya, pembayaran secara otomatis, setiap pelanggan listrik
membayar rekening yang mengandung unsur pajak; bila identitas dapat
dikaitkan dengan sumber-sumber informasi yang lain, seperti: daftar balik
na.ma-tanah dapat digunakan untuk menentukan wajib pajak tanah. Sebaliknya
menentukan wajib pajak lebih sulit bila obyek pajak mudah disembunyikan,
misainya radio, atau bila tidak ada data obyektif mengenai obyek pajak, misalnya
data mengenai jumlah kendaraan yang melintas suatu titik lintas.

b. Menetapkan nilai pajak terhutang

Didalam menetapkan Nilar Pajak Terhutang harus dilakukan dengan teliti
dan cermat, dan ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak atau keduanya
dalam menentukan nilai  sesungguhnya dari objek pajak dan dalam
menentukan tarif pajak yang benar.

Semakin-besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak
terhutang, dan semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib pajak,
semakin kurang cermat besar pajak terhutang yang dihasilkan. Kerjasama antara
petugas pajak tidak dapat dilenyapkan samasekali, hanya dapat dikurangi, dengan
caraa memisah fungsi menetapkan nilai pajak terhutang dan fungsi memungut
pajak, dan dengan memeriksa ulang nilai pajak terutang.
¢. Memungut pajak

Memungut pajak terhutang pada waktunya dapat lebih mudah: bila
pembayaran bersifat otomatis, seperti jika orang harus membeli karcis bila masuk
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suatu tempat, bila pembayarannya dapat dipancing, misalnya untuk mendapatkan
kontrak, surat 1jin atau layanan masyarakat lainnya, orang harus menunukkan
surat yang sudah melunast pajak terhutang; dan bila ancaman hukum atas
kelalatan membayar pajak cukup berat dan ada kemungkinan ditegaskan
sehingga dapat memberikan efek jerah.
d. Pemeriksaan kelalaian pajak

Uniuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya
dibutuhkan sistem catatan yang baik, sehingga kelalaian, pajak dapat segera
diketahui, dan dapat digunakan untuk melakukakan pemeriksaan silang dengan
jenis-jenis pajak daerah yang lain. Sistem int harus dilengkapi dengan prosedur
untuk menegakan pajak dan sungguh-sungguh dijalankan. Dalam hal-hal
tertentu, menyita objek pajak mungkin perlu dilakukan untuk menunjukan
pemerintah tidak main-main.dalam soal pajak.
e. Prosedur pembukuan yang baik

Dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua pajak yang dipungut
petugas pajak benar-benar dibukukan dan masuk rekening pemenintah. Untuk
itu perlu ada langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencunan hasil
pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas, dan
sistem pengawasan keuangan. Pemeriksaan mendadak oleh pejabat pajak pada
setiap tahap proses menentukan pajak dapat membantu mengurangi keinginan
berbuat curang. Laporan teratur tentang hasil pungutan dibandingkan dengan
potensi atau sasaran pajak dapat mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi

atau kelemahankelemahan sistem pajak
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Setelah sumber pendapatan daerah dapat dikenai pajak, maka perlu juga
dipertimbangkan apakah suatu pajak telah didapat secara efektif digali,
dikenakan, dinilai atau dipungut tersebut maupun administrasi oleh Pemerintah
Daerah. Teon development from below, berpendapat bahwa orang akan lebih
bersedia membayar pajak kepada Pemerintah Daerah dari pada kepada
Pemerintah Pusat kareana mereka dapat secara mudah melihat manfaat
langsung dalam -pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988).

Berlandaskan teori tersebut maka, dapat diidentifikasikan beberapa
permasalahan dalam administrasi pajak Daerah. -Pertama, apakah Pemerintah
daerah mempunyai cukup kemauan politik untuk mengenakan suatu pajak
secara efektif dan adil Karena pengenaan pajak daerah yang adil membutuhkan
pengadministrasian data pajak yang akurat. Pengadministrasian data pajak yang
efektif akan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini1 akan
mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kedua,
apakah Pemerintah Daerah kemampuan administrasi efektif atas suatu pajak.
Hal ini sangat penting, dalam rangka transparansi pengelolahan dana yang
berasal dan pajak.

Teori development from below, yang dikemukakan tersebut menunjukkan
bahwa masyarakat lebih cenderung mau membayar pajak karena kedekatannya
dengan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak tersebut. Orang akan lebih
bersedia membayar pajak kepada Pemerintah Daerah daripada kepada
Pemerintah Pusat merupakan hal yang logis karean Pemerintah Daerah juga

lebih dekat jika dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang kadang mereka
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tidak dapat melihat manfaat langsung secara mudah dalam pembangunan
didaerah mereka.

Semakin rendah tingkat pemerintahan maka semakin dekat hubungan
antara rakyat dengan pemenntahnya, sehingga mereka yang mengenakan pajak
dengan mereka yang membayar pajak sangat dekat. Karena kedekatan inilah,
dasar pengenaan pajak dan tanf pajak jadi rendah tingkat keadilannya Untuk itu
Pemerintah Daeraﬁ harus memiliki Tanggung jawab atas penilaian atau
pemungutan suatu pajak. Pemerintah Pusat mungkin lebih baik dalam
melaksanakan atau membantu dalam pengenaan pajak atau pemungutan suatu
pajak daerah.

(Achmad Lutfi, 2006) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas
pengadministrasian pajak daerah 'dan - retribusi daerah, pengadministrasian
pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar pajak
dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh
diadminsitrasikan-dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah
vang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikannya, langkah
yang harus ditempuh adalah :

a. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung
atau membayar.

b. Melakukan penghitungan yang tepat.

¢. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.

d. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak

dan retribusi yang melanggar ketentuan.
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e. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar
pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik.

Selain tanggung jawab pengenaan pajak penetapan dan pemungutan

pajak harus didukung dengan sistem pengawasan yang efisien. Keterlambatan

dalam membayar pajak seringkali dikenakan dengan tindakan mengenakan

denda dalam bentuk persentase atau jumlah pajak yang terutang,

5. Pajak Daerah

Pembangunan nasional adalah kegiatan ~yang-  berlangsung terus
menerus dan bersinambungan yang bertujuan freningkatkan kesejahteraan
rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan
tersebut perlu banyak memperhatikan masaiah pembiayaan. Salah satu usaha
dalam pembiayaan pembangurnan yaitu dengan menggali sumber-sumber dana
yang berasal dar dalam negeri yaitu pajak.

Banyak ahli pajak dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang
berbeda-beda mengenai pajak namun memiliki inti dan tujuan yang sama.
Penegertian Pajak antara lain yang dikemukakan oleh Chairil Pajak adalah
iuran Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak
membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran  dalam  menjalankan  pemerintahan  (2000:1).
Selanjudnya pengertian pajak menurut Mardiasmo (2002) mengutip Rohmat
Sumitro memberikan defenisi

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
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yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum”.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andnani yang telah
ditejemahkan oleh Brotodiharjo, (1993:2)
“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayamya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan
dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”
Selanjutnya pengertian Pajak menurut Smeets yang. diterjernahkan oleh
Waluyo dan Ilyas, (2005)
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
nomrma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestast

yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah.”

Pendapat para ahli diatas; dapat disimpulkan bahwa cirm-ciri yang melekat

pada pengertian adalah sebagai bertkut :

a  Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sarta aturan pelaksanaannya yang
sifatnya dapat dipaksakan.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunujkan adanya kontraprestasi individu
oleh pemerintah.

c. Pajak dipungutan oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemenntah
daerah.

d. Pajak dipungut bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan
pemesukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public
Investment.

e. Pajak dapat juga mempunyai tujuan selain budgeter , yaitu mengatur.
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Berdasarkan cim-cint pajak yang diuraikan tersebut maka pajak daerah
dapat didefinisikan sebagai bernikut: Pajak daerah merupakan pungutan yang
dikenakan kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan, tanpa mendapat kontraprestasi langsung yang
diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah terhadap pajak yang
telah dibayarkan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Prakoso Pajak daérah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggeraan
pemerintahan daerah dan pembangunan-daerah (2003:2).

Selanjutnya pengertian pajak dacrah menurut Adisasmita mengemukakan
bahwa, Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan
sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau
perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu
sanksi atauhukum. (2009:72)

Defenisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak,
sedangkan pajak masih mempurnyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila
memperhatikan coraknnya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat
dibedakan dari berbagai macam ragamnya yaitu dari segi ekonomi, segi hukum,
segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga yang mewarna: titik berat yang
diletakannya sebagai contch segi penghasilan, segi daya beli, namun kebanyakan

lebih bercorak pada ekonormi.
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Sedangkan, pengertian pajak daerah sendiri menurut Davey (1988: 39)
adalah :

a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah
itu sendiri.

b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan
tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;

c. Pajak yang ditetapkan dan dip;mgut oleh Pemerintah Daerah;

d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil
pungutannya diberikan kepada, dibagi _hasil dengan atau di bebani
pungutan oleh pemerintah daerah.

Davey (1988) menegaskan bahwa perpajakan, terutama di daerah harus
memenuhi beberapa kritenia umum yaitu

a Kecukupan dan elastisitas, yaita memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam
kaitan dengan berbagar layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya
memperkirakan besar hasil tersebut, dan elastisitas hasil pajak terhadap
inflasi, pertumbuhan penduduk, serta perbandingan hasil pajak dengan
biaya pemungutannya.

b. Keadilan, dimana dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak
sewenang-wenang, harus adil secara horisontal maupun vertikal, adil dari
tempat ke tempat.

c. Kelayakan Administrasi, dimana berbagai jenis pajak sangat berbeda mengenai
jumlah, integrnitas dan  keputusan yang  diperlukan dalam
pengadministrasiannya Dalam penerapan pajak diperlukan administrasi
yang mudah dan sederhana.
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d. Kesepakatan politis, dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur,
besamnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarmya
merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai
representast masyarakat

e. Distorsi ekonomi, dimana pajak hendaknya mendorong (sekurang-
kurangnya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya
guna dalam kehidupan ekonomu, karem;i pengenaan pajak akan menjadi
tambahan beban masyarakat yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan'bahwa pemungutan pajak
daerah oleh pemerintah daerah pada dasamya ditujukan untuk membiayai
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,” pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya

meningkatkan taraf hidup masyarakat.

6. Sumber-Sumber Pajak Daerah

Pajak Daerah ‘merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang
menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk
membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Menurut Kamaluddin, yang
dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan

asas desentralisasi. (2000:47).
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Pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di
Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan
sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak daerah sebagai
sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu
undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.— Dengan demikian sumber-
sumber pajak daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2005), Pajak IHotel adalah “pajak atas
pelayanan hotel, termasuk juga rumah penginapan yang memungut
bayaran.

Selanjutnya menurut Devas dkk (1989.64) pajak hotel memberikan
hasil yang cukup besar karena berdasarkan persentase tertentu atas uang
masuk (10%.atau 15% didaerah pariwisata), cukup elastis dalam praktek
karena. bagian terbesar hotel kecil tidak memberikan kuitansi, vang masuk
harus diperiksa, dan harus dilakukan secara berkala agar penerimaan tidak
dikalahkan oleh inflasi. Menentukan nilai dan memungut pajak ini tidak sutit,
meski dalam hal usaha hotel yang tidak mengeluarkan kuintasi, nilai kena
pajak terpaksa ditetapkan melalui “perundingan”, yang berarti ada peluang
untuk penyelewengan. Sebagai sumber penerimaan daerah, pajak int cocok
sekali, karena objek pajak jelas tempatnya, dan tempat memungut biasanya

sama dengan tempat beban pajak.
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Menurut Sugianto (2008:43) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan
hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang
untuk menginap atau istirahat dan memperoleh pelayanan, fasilitas lainnya
selama menginap dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang
menyatu, dikelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk
pertokoan dan perkantoran.

Objek pajaknya adalah pelayanan yang disedi-akan dengan pembayaran
termasuk
a) Fasilitas penginapann atau fasilitas tempat tinggal jangka pendek;

b) Pelayanan penunjang sebagai keléngkapan yang sifatnya memberi
kemudahan dan kenyamanan;

c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khususnya untuk
tamu hotel;

d) Jasa persewaan mang vntuk kegiatan acara/pertemuan.

Subjek-._pajak hotel adalah pribadi/badan yang mellakukan
pembayaran kepada hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah pengusaha
hotel. Dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang dilakukan
kepada hotel, sedangkan tarif paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan
dengan peraturan daerah setempat. Besarnya pajak hotel terutang dapat
dihitung dengan mengalikan tanf dengan dasar pengenaan.

2) Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005) Pajak Restoran adalah pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas
penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang
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mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya
termasuk jasa boga atau catering.

Selanjutnya menurut Devas (1989), pajak restoran sangat cocok
sebagai sumber penenmaan daerah. Karena obyek pajak jelas tempatnya
dan tempat memungut sama dengan tempat beban pajak.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
dengan pembayéran dalam arti bahwa setiap orang fang mengkonsumsi
makanan di dalam suatu restoran akan diikuti pembayaran, termasuk dalam
objek restoran atau rumah makan terhadap penjualan makan dan minum.

Subjek pajaknya adalah pribadi/badan yang melakukan pembayaran
kepada restoran karena mengkonsumsi makanan atau minuman, sedangkan
wajib pajaknya adalah pengusaha restoran dan rumah makan dan menjadi
dasar pengenaan pajak restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan
peraturan daerah setempat, paling tinggi 10%. Besar pajak terutang diperoleh
dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tarif. (Sugianto 2008:43)

Pajak-restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung,
dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang
diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen.
Dalam hal ini, pemilik / pengusaha restoran merupakan pihak yang
melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada

instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut.
3) Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan menurut Bratakusuma (2001:267) adalah pajak

atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah
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tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah
daerah.

Tidak ada tingkat yang seragam untuk jenis pajak ini, dan karena
umunya ditarik berdasarkan tingkat tetap per satuan tenaga terpasang,
hasilnya tidak seelastis bila ditank atas dasar presentase kutipan atas rekening

listrik (Nick Devas 1989:65).

4) Pajak Hiburan,

Pajak Hiburan menurut Nasution (1986:512) adalah pajak
yang dikenapakan atas semua jenis hiburan dengan memungut
bayaran, yang diselenggarakan’ pada suatu daerah. Hiburan
adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian
yang dinikmati dengan dipurigut bayaran.

Sedangkan menurut-Sugianto (2012 : 44) Pajak Hiburan adalah pajak
atas penyelenggaraan, hiburan, sedangkan hiburan adalah semua jenis
pertunjukan;, permainan, ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan
bentuk “apapun yang ditonton atan dinikmati oleh setap orang dengan
dipungut bayaran.

5) Pajak Reklame

Menurut Siahaan (2005:324) Pajak Reklame adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah
benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,

orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau
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dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah dan
pengecualian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak ini tidak menimbulkan masalah keadilan atau efesiensi ekonomi,
dan boleh dikatakan mudah dilaksanakan, dan juga cocok untuk sumber
penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat dengan mudah

diketahui (Nick Devas 1989:65).

6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan perubahan nama
dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Hal ini terjadi setelah
adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi. Pengertian pajak pengambilan bahan galian golongan C. Menurut
Marihot P. Siahaan (2008:373) sebagai adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan bahan galian golongan C sesuai ketentuan yang berlaku.
Mineral Bukan LFogam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan
batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang
undangan di bidang mineral dan batubara.
7) Pajak parkir
Menurut Sugianto (2012 : 44) Pajak parkir adalah pajak yang
dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jaian oleh orang
pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan penitipan
kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut

bayaran.
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8) Pajak Air Tanah; menurut Irwansyah Lubis (2012 : 80) Pajak Air Tanah pajak
atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang
terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet; menurut Irwansyah Lubis (2012 : 80) Pajak
Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau
pengusahaan sarang burung wallet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan, menurut Siahaan (2005) Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak ‘atas” bumi dan atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang .digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); menurut Supramono
dan Theresia Woro Damayanti (2010:149) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah

dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Optimalisasi peningkatan Pajak Daerah yang perlu diperhatikan
adalah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan dan yang dilakukan, karena
bagaimana pun tingginya kesadaran masyarakat namun jika pemungutannya tidak
dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu
mewujudkan suatu tingkat penerimaan pajak seperti yang diharapkan.
Adapun pengertian pemungutan itu sendini dikemukan oleh Soelamo (1999:111)
adalah: “Suatu rangkaian kegiatan mulai dani penghimpunan data obyek dan

subyek sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak serta
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pengawasan penyetorannya”. Dan rumusan pengertian tersebut dapat diartikan
sebagi “ rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan pengenaan”.
1) Sistem dan Prosedur

Selanjutnya dinyatakan bahwa sistemn atau tata cara adalah rangkain tata kerja

yang saling berkaitan, kemudian membentuk kebulatan pola kenja (suatu

totalitas) dalam rangka pelaksanaan bidang kerja, dengan kata lain
pemungutan pajak adalah kegiatan mengenakan pajak sesuai.dengan pola-
kerja yang ditetapkan.

Pedoman petugas organisasi dan metode kega yang diterbitkan oleh
lembaga administrasi negara didefenisikan s¢bagai berikut:

a. Sistem (sistern kerja) adalah suatu rangkaian daripada tata kerja dan
prosedur kerja yang kemudian-membentuk suatu kebulatan pola teratur
dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan.

b. Prosedur (Prosedir-Kerja) adalah rangkaian daripada tatakerja yang
berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan
tahdp-serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian
sesuatu bidang pekerjaan.

Mardiaso (1997:8) menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk sistem Pemungutan

Pajak yaitu :

a. Official Assesment System, adalah memberikan wewenang kepada
Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang pada
wajib pajak. Ciri-cirinya sebagai berikut :

1) Wewenag untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.
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2) Wajib pajak bersifat pasif
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP)
oleh fikus.

b. Self Assesment System, adalah sistem pemungutan yang memberikan
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besamya pajak
yang terhitung. Ciri-cinnya sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib
pajak sendin.

2) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melapor sendini pajak yang terutang.

3) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyettor dan
melapor sendiri pajak yang terutang.

4) Fikus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System, adalah sistem pemungutan yang memberikan
wewenag-kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :
wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak

ketiga yaitu pihak selain fikus dan wajib pajak.

Berdasarka Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 19
Tahun 1997 tentang pajak Daerah ada 4 (empat) cara pemungutan pajak
yaitu :

a Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar

sendin oleh Wajib Pajak
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b. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan
menggunkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang
dipersamakan.

c. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendini dengan
menggunakan Surat Pembentahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan.

d. Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai
dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

2) Petugas Pemungutan Pajak

Petugas pemungutan-pajak dalam hal hal ini adalah oang-orang yang
ditetapkan berddsarkan surat keputusan pejabat yang berwenang
untuk melakukan ~penagihan/ pemungutan terthadap Pajak Daerah di
Kabupaten Kepulauaan Aru.

Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak,
kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan
pemungutan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan di
Kabupaten Kepulauan Aru. Disini sangat diperlukan penambahan jumlah
aparat petugas pemungut pajak Selain itu dalam pengembangan indikator
ini perlu ditingkatkan motivasi serta pengetahuan dan kemampuan petugas
pemungut pajak agar tugas yang dibebankan mampu dilaksanakan dengan

baik dan berhasil.
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3) Sarana dan Prasarana

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan kabupaten kepulauan yang
memiliki rentan kendali yang sangat luas karena terdiri dari berbagai pulau
sehingga Sarana dan Prasarana laut diyakini sangat berperan dalam
meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penunjang yang
sangat penting dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan
pemungutan pajak daerah di 7 Kecamatan, dimana kecamatan-kecamatan
tersebut ditempuh dengan menggunakan transportasi {aut, transportasi sangat
diperlukan karena letak lokasi objek pajak saling berjauhan yang apabila
pelaksanaan pemungutanya tidak dilengkapi cleh sarana tersebut maka akan
menambah beban biaya pungut semakin besar. Dan ketetapan waktu
pelaksanaan pemungutan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan dengan
sendirinya akan mengurangi penerimaan pajak tersebut.

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting perannya dalam
pencapaian tujuan suatu usaha dalam hal ini untuk mengoptimalkan
pemungutan pajak. Sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia
tentunya akan memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan
pemungutan dan kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan Pajak
Daerah di Kabupaten Kabupaten Kepulanan.

B. Kerangka Berpikir
Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu unit kefja yang
merupakan bagian integral dari Pemenntah Kabupaten Kepulauan Aru, adalah

sebagat unsur staf yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan
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rumah tangga daerah di bidang Pendapatan Daerah serta Tugas Pembantuan yang

diberikan oleh Pemerintah di Bidang Pendapatan.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah yang
raenjadi njung tombak dalam meningkatan pajak daerah, yang dapat memberi
konmbusi dan mendukung struktur APBD.

Menurut Soewito (2007) dengan mengutip pendapat dari Sidik
(2002) upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintash Daerah lchusu.\;nya Dinas
Pendapatan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah perlu melakukan
optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Memperluas basis penerimasan; tindakan yang dilakukan untuk memperluas
basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan
ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran
pajak baru/potensi dan jumlah pembayaran pajak, memperbaiki basis data
objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap
jenis pungutan.

b. Meningkatan pengawasan; hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan
melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses
pengawasan, menerpkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi
terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan
yang diberikan oleh daerah.

¢. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan;

tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur
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pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi
pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

d. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan istansi
terkait di daerah.

Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang . diharapkan oleh
Pemerintah Daerah dalam mempercepat dan. mewujudkan proses
pembangunan di daerah. Melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
Pemungutan Pajak Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
Pendapatan Asli Daerah. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini

dapat digambarkan sebagai benkut :

Tahapan dalam
Penyelenggaraan
Pemvmgutan Pajak

~  Menentukan Wajib
Pajak ( Pendataan)

LN — Menetapkan Nilai
Kontribusi Pajak yang Terutang Faktor — faktor

Pajak Dacrah yang menjadi
dalam PAD di — m}m | penghambatdan
Kep‘ﬂmw;m B Mcmungm l;?};i pelaksanaan Pajak
_ g;m I;IZ c]jlajan Hotel & Restoran

Pajak
— Prosedur Pembukuan
yang baik

|

Koniribusi Pajak Hotel dan
Restoran Sesuai Target

Gambar.2. 1. Skema Kerangka Berpikir
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Gambaran singkat mengenai kerangka pikir di atas dapat dikatakan bahwa
upaya untuk meningkatkan kontrnibusi pajak daerah dalam hal ini pajak hotel dan
restoran terhadap pendapatan asli daerah akan berhasil baik atau tidak sangat
dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci dalam administrasi perpajakan.

Devas (1989:144) menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam
prosedur administrasi pengumpulan pajak mulai dari Menentukan wajib pajak
(pendataan), Menetapkan nilai pajak yang terutang (perhitung dan penetapan),
Memungut pajak (penagihan pajak), Pemeriksaan Kelalaian Pajak dan Prosedur
pembukuan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kontribusi pajak daerah

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
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BAB. I

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitaian

Desain penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study). Menurut
Creswell (1994) menyatakan bahwa studi kasus (case stuay) adalah suatu metode
yang menekankan pada eksplorasi dari suatu “sistim yang terbatas” (hounded
system) pada suatu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan
pengendalian data secara mendalam yang melibatkan berbagai sumber informan
yang kaya akan konteks. Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang
terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu
tertentu. Lebih dalam, studi kasus merupakan suatu model yang bersifat
komprehensif, intens, terperinct dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai
upaya untuk menelaah masalab-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat
kontemporer.

Penelitian "dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dalam
Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pajak Hotel dan Restoran di
Kabupaten Kepulauar Aru”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
dengan metode pendekatan kualitatif Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti
karena objek yang diteliti adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan prilaku
manusia dan proses kerja. Pada penelitian kualitatif, bentuk desain penelitian
dimungkinkan bervariasi karena sesuai dengan bentuk alami perelitian kualitatif
itu sendiri yang mempunyai sifat emergent dimana fenomena muncul sesuai
dengan prinsip alami yaitu fenomena apa adanya sesuai dengan yang dijumpai

oleh seorang peneliti dalam proses penelitian dilapangan.
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Karakteristik dalam penelitian kualitatif menurut Licoln dan Guga (1985)
ada sepuluh karaktenstik yaitu; latar alamiah, manusia sebagai alat (instrument)
metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar (grounded theory),
deskripsi, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang
ditentukan oleh fokus, adanya criteria khusus untuk keabsahan data, dan desain
yang bersifat sementara (Moleong 1997:4). Jadi dari pendapat tersebut dalam
penelitian kualitatif salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah deskriptif. Pada
penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian: suatu pernyataan sistematis
yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji
kembali secara empiris (Moleong 1997:8).

Metode dalam penelitian ini akan lebibh menekankan pada kualitatif
deskriptif, seperti yang diungkapkan oleh (Moleong 1988:103) dimana salah satu
ciri penelitian kualitatif adalah deskriptif, dengan suatu proses pengumpulan dan
analisis data secara sistematis dan intensif untuk mendeskripsikan fenomena yang
ada.

Penelitian kualitatif dapat dipandang juga sebagai penelitian partisipatif
yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk
diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada
pada tempat penelitian yang sebenarnya. Oleh karena seorang peneliti belum
mengetahui tentang responden dan apa yang akan ditanyakan kepada mereka,
maka mereka diperbolehkan melakukan perubahan. Sedangkan posisi
perencanaan sebelum peneliti tejun dilapangan adalah untuk meyakinkan bahwa

mereka mengetahuai kegiatan minimal apa yang perlu dilakukan di lapangan.
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Desain penelitian yang digunakan adalah motode deskriptif yaitu metode
penelitian yang dilakukan melalaui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-
keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran
tentang pengelolaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Aru.

Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini, didasarkan
pada pertimbanagan bahwa metode im dianggap sangat relevan dengan materi
penulisan thesis, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskniptif, yaitu
menggambarkan apa adanya dar kejadian yang diteliti. Selain itu, guna
memperoleh data yang obyektif dan valid dalam rangka memecahkan
permasalahan yang ada.

Lokasi Penelitian ini di Pemennizh Kabupaten Kepulauan Aru, pemilihan
lokasi ini berdasarkan pada alasan karena Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
sesuai dengan fungsi otonomi yang menckankan pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, sehingga Kabupaten Kepulanan Aru diharapkan untuk menjadi
Daerah otonom yang luas. Adapun yang menjadi lokus pada penelitian int adalah
Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru, dengan fokus pajak daerah
khususnya pajak hotel dan restoran, kamma memiliki potensi yang cukup besar
untuk dikelola, namun komntribusi yang dihasilkan dar realisasi penerimaan pajak
tersebut terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil.

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini yaitu 2 bulan
mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2013, dengan asumsi bahwa

penelit dapat mengatur jadwal wawancara dengan informan dan melakukan
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observasi sehingga data yang dikumpulkan dapat sesuai dengan tujuan penelitian

ini.

B. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada
alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument
penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini
disebut variabel penelitian (Sugiono 2011 : 119).

Instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang
diteliti. Dengan demikian jumlah istrumen‘yang akan digunakan untuk penelitian
akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan
data sekunder yang antara-lain;

1. Data Sedkunder, data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa
terjadi. Data primer merupakan data yang tersedia dalam bentuk dokumen,
laporan, ‘aturan dan angka-angka yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian ini, dengan menggunakan instrumen pedoman revieuwe dokumen

2. Data Primer; data in diperoleh dari responden dengan menggunakan :

a. Wawancarza mendalam dan terbuka, yaitu data yang diperoleh dari
informan dalam bentuk informasi yang berkaitan dengan permmasalahan
dalam penelitian ini. Selain itu juga peneliti menentukan informan kunci
yang ada kaitannya pada penelitian ini yaitu;

1) Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru

2) Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru
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3) Kepala Bidang Penegihan Pembukuan dan Pelaporan
4) Kelapa Seksi Pendaftaran dan Pendataan
5) Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan
6) Petugas Pungut

b. Observasi Langsung vaitu data yang diperoleh melalmi observasi
langsung tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang juga
keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan
yang merupakan bagian pengalaman yang dapat diamati. Disimi peneliti
langsung kelapangan untuk mengumpulkan data tentang prilaku aparatur
dalam melakukan upaya mengoptimalkdn penerimaan daerah dan sektor
pajak khususnya pajak hotet damn restoran.

c. Dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan yang

berhubungan dengan penelitian.

C. Prosedur Pengunipulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk saling melengkapi
dalam suatu penelitian. Teknik-teknik tersebut adalah :
1. Studi Dokumen
Teknik dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku
referensi maupun peraturan atan pasal yang berhubungan dengan penelitian
yang penulis lakukan. Telaah dokumen dilakuakan dengan jalan melakukan
penelusuran terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan obyek
penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam
menganalisis permaslahan, yaitu yang berhubungan dengan teori-teori,

undang-undang dan dokumen tentang penerimaan pajak daerah.
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2. Teknik Wawancara
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan
secara lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan.
Wawancara sangat diperlukan untuk mendalami berbagai interpretasi,
presepsi dan prespektif berbagai kebijakan sehubungan dengan permasalahan
penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan informasi melalui wawancara
terhadap key informan yang compatible terhadap peneliiian kemudian
observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan
agar mendapatkan sumber data yang diharapkan
3. Observasi
Teknitk im1 digunakan untuk” mengamati secara langsung ke objek
penelitian, agar data yang diperoleh akan lebih tajam, lengkap, dan dapat
dipercaya sesuai data yang. dibutuhkan. Teknik observasi peneliti dalam
posisi langsung berhubungan dengan sarana vyang diamati dan hanya
membatasi pada persoalan yang ditanyakan. Observasi langsung diharapkan
dapat lebih-melengkapi teknik wawancara yang diperkirakan sulit untuk
dipertanyakan serta untuk memperkuat dan membenarkan data yang telah

terkumpul melatui teknik wawancara.

D. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini mengenai Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah d:i
Kabupaten Kepulauan Aru, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif.
Analisis data kualitatif adalah uvapaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang

dapat dikelolah, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola,
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menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang

dapat diceritakan kepada orang lain.

Di dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa
tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dan beberapa
tahapan antara lain :

1) Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang

- compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data
yang diharapkan.

2) Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemihihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dan catatan-
catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan
tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.

3) Penyajian data (dara display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam
bentuk -naratif, ‘grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam
pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan
dalam tebel ataupun uraian penjelasan.

4) Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verfikasi (conclusion
drawing/verivication), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi
yang utuh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan
melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di
lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya. Model analisis
data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
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Data Collectian . Data Display

Collectian Drawing
dan Venfying

Gambar 3.1.
Model Analisis Data Kualitatif Menurut Milles dan Humberman (1992)

Model unteraktif, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut,
berulang dan terus menerus. Masalah redukst data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan /veridikasi menjadi gambaran keberhasilan secaraberurutan sebaagaai
rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. (Menurut Milles dan

Humberman, 1992:20)
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BAB, V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dart temuan dan pembahasan diharapkan dapat menjawab
tiga permasalahan pokok yang diajukan dalam penelitian ini, tentang kontribusi
pajak daerah dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Aru,
khususnya pajak hotel dan restoran. Oleh karena itu secara singkat akan
disimpulkan dani pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

1 Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Kepulaua Ani<tahlun anggaran 2009-2011 masih
relatif kecil yakni dibawah sembilan-persen per tahun bila dibanding dengan
rata-rata target kontribusi untuk pajak hotel dan restoran yakm sebesar lima
belas koma tujuh puluh- sembilan persen, ini disebabkan karena sistim
perpajakan yang diterapkan untuk kedua pajak tersebut belumlah tepat,
sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulanan Aru perlu
menerapkan-self assesment system dimana sistim ini memberikan wewenang
kepada “wajib pajak menghitung sendiri besaran pajaknya dan menyetor
sendin pajaknya.

2 Belum dilaksanakannya administrasi perp;ijakan secara baik dan benar oleh
Dispenda yang merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan
perpajakan, dimana administrasi perpajakan mulai dari Menentukan wajib
pajak (pendataan), Menetapkan nilai pajak yang terutang (perhitung dan
penetapan), Memungut pajak (penagihan pajak), Pemeriksaan Kelalaian Pajak
dan Prosedur pembukuan yang belum maksimal.
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3 Berdasarkan hasil analisis terhadap usaha-usaha yang dilakukan Dispenda
dalam meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran, maka dapat disimpulkan
bahwa Dispenda telah melakukan usaha-usaha dalam meningkatkan
penerimaan pajak daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi

pajak.

B. Saran
Adapun saran dari penulis dalam rangka upaya peningkatkan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran, sebalknya

yang dilakukan Pemenntah Daerah Kabupaten Képulauan Aru khususnya Dinas

Pendapatan Daerah adalah;

1. Dispenda Kabupaten Kepulanan Aru perlunya merubah sistim perpajakan yang
ada khususnya untuk pajak bulanan seperti pajak hotel, pajak restoran dan
hiburan dengan menerapkan self assesment system dimana sistim ini
memberikan wewenang kepada wajib pajak menghitung sendiri besaran
pajaknya dia_juga menyetor sendiri, tinggal pemerintah dalam hal ini
Dispenda menjalankan fungsi pengawasan, apabila hal ini dilakukan dengan
baik dan benar maka akan meninngkatkan kontribusi pajak hotel dan restoran
dalam PAD

2. Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru hendaknya memperbaiki administrasi
perpajakan yang merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan
kebijakan perpajakan, selain itu Dispenda perlu meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap arti pentingnya pembayaran pajak, melalui kegiatan
sosialisasi dan penyuluhan pajak, serta perlu menerapkan sanksi kepada

wajib pajak yang Jali dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41471.pof

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum bagi
pelaksanaan penagihan pajak daerah, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, sebagai
salah satu alternatif sumber pembiyaan pemerintah, pembangunan, dan
kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab dalam berotonom: daerah.
3. Dispenda Kabupaten Kepulanan Aru hendaknya mengoptimalkan kegiatan
intensifikasi dan ektensifikasi dalam meningkatkan penerimiaan pajak daerah
dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan pajak hotel dan
restoran kepada wajib pajak serta melakukan ‘pengawasan secara intensif
terhadap kedua pajak tersebut, dengan demikian diharapkan dapat mencapai

target penerimaan yang diinginkan.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan secara meluas dan mendalam, yakm setiap
pertanyaan dapat dikembangkan agar diperoleh informast atau data Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang akurat. Adapun beberapa
pertanyaaun yang selanjutnya disebut sebagai pedoman wawancara sebagai berikut:
1. Salah satu pendapatan Asli daerah yaitu tentang pajak Hotel dan Restoran

Bagaimana eksistensi kedua pajak tersebut ?

2. Bagaimana pendapat saudara tentang pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan
pendataan pajak hotel dan restoran selama ini ? Kelemahan dan hambatan
apakah yang selama ini masih tegadi-?

3. Menurut anda, bagaimana besaran kedua pajak tersebut, ringan, sederhana,
atau memberatkan wajib pajak ? jelaskan

4. Bagaimana ménurut saudara mengenai kegiatan perhitungan dan penetapan
pajak hotel danrestoran selama ini 7 Kelemahan dan hambatan apakah yang
selama ini'masih terjadi ?

5. Bagaimana pendapat saudara mengenai pelaksanaan kegiatan penagihan di
Japangan ? jelaskan

6. Bagaimana sistem pelaporan pajak yang dilakukan di lapangan ? jelaskan
selama ini ?

7. Menurut anda apa yang menjadi hambatan ditemui dilapangan oleh petugas

pajak dan wajib pajak 7
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8. Bagaimana pendapat saudara tentang sistim dan prosedur yang ada pada dinas
selama ini sudah berjalan baik atau belum? Kelemahan dan hambatan apakah
yang selama ini masih terjadi ?

9 Menurut saudara apakah Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Restoran)
memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah? Jika belum, faktor -
faktor apakah yang menyebabkan?

10. Bagaimana pendapat saudara tentang sarana prasarana pendukung dalam
pelaksanaan tugas dinas selama ini ? Apakah sudah memadai atau belum ?
Jika belum, kelemahan dan hambatan apakah yang selama ini masih terjadi ?

11. Apakah ada sangsi bagi wajib pajak bila mangkir dan pajak yang seharusnya
dibayar ?

12. Apa sangsi tersebut sudah diterapkan atau belum ?

13. Sangsinya berupa apa? apa sudah sesuai dengan aturan ?

14. Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan pajak hotel dan restoren yang
dilaksanakan di Kab-Aru ?

15. Saran anda-untuk perbaikan dan pengembangan ke depan ?
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Lampiran 2
PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti sebelum melakukan observasi, agar mendapat data atau informasi di

lapangan yang akurat, maka perlu dibuat pedoman umum untuk hal-hal penting

yang akan diobservasi. Meskipun data pelaksanaan observasi tetap akan
dikembangkan dilokasi penelitian sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian.

Adapun pedoman observasi sebagai berikut:

1. Melakukan observasi terhadap gedung kantor;

2. Melakukan observasi terhadap sarana dan prasarana kantor;

3. Melakukan observasi terhadap struktur organisasi;

4. Melakukan observasi terhadap dokumen uraian tugas pokok dan fungsi;

5. Melakukan observasi terhadap-.personalia yang tertera dalam struktur
organisasi khususnaya pada bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan
serta bidang penagihan pembukuan dan pelaporan;

6. Melakukan observasi terhadap dokumen peraturan daerah Kabupaten
Kepulauan Aruyang mengatur tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran;

7. Melakukan observasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;

8. Melakukan observasi terhadap petugas pungut Pajak dan Retribusi Daerah;

9. Melakukan observasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penagihan pembukuan dan pelaporan terhadap Pajak Hotel dan Pajak
Restoran;

10. Melakukan observasi terhadap dokumen laporan realisasi pajak daerah,

khusunya realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
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Lampiran 3
HASIL WAWANCARA
Adapun hasil wawancara ini diperoleh dari 7 Narasumber yang bekerja

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauann Aru.

Subyek Deskripsi

Frans Salah satu pendapatan Asli daerah yaitu tentang pajak
Hotel dan Restoran Bagaimana eksistensi kedua pajak
tersebut ?

Kepala Dinas | Eksistensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kepulauan

Pendapatan Aru sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak
(J.Ubyaan, S.Sos) | Hotel dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak
Restoran. Kedua pajak ini cukup-, berpotensi dan dapat
memberikan kontribusi yang besar bagi pajak daerah, hal ini
dapat dilihat dari jumlah kedua objek pajak tersebut yang
terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru cukup banyak, namun
pengelolaannya belum maksimal sehingga kedua pajak tersebut
belum dapat membenkan kontribusi bagi Pajak Daerah, hal
disebabkan sistim administrasi perpajakan yang belum dijalankan
dengan baik.
Frans Bagaimana . pendapat saudara tentang pelaksanaan
kegiatan | pendaftaran dan pendataan pajak hotel dan
restoran se¢lama ini? Kelemahan dan hambatan apakah
yang selama ini masih terjadi ?

Azer H. Waktu “yang tersedia untuk kegiatan pendataan dan
Warkor, SH «| pendaftaran sangatlah terbatas yakni 5 han, karena dalam
pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya mendata objek pajak
hotel dan restoran tetapi juga mendata semua objek
pajak/retribusi di Kabupaten Kepulavan Aru. Selain hal
tersebut ada juga hambatan lain yakni kurannya kesadaran
wajib pajak untuk mendaftar sendinn usahannya dan juga
terdapat usaha yang telah tutup namun tidak melaporkan.

Frans Menurut anda, bagaimana besaran kedua pajak tersebut,
ringan, sederhana, atan memberatkan wajib pajak?
jelaskan

Roberthus Kedua pajak tersebut tidaklah memberatkan wajib pajak hal ini
Nngebursian, | karena konsumen telah membayar pajak 10% pada saat dia
S.So0s menikmati makanan atau pada saat dia menginap. Disinilah
peran pemilik rumah makan dan hotel untuk bisa
mengumpulkan pajak dari konsumen kemudian menyetor ke
Kas Daerah melalui bendahara khusus penerimaan Dinas
Pendapatan Daerah.
Frans Bagaimana menurut saudara mengenai Kkegiatan
perhitungan dan penetapan pajak hotel dan restoran
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selama ini? Kelemahan dan hambatan apakah yang selama
ini masih terjadi?
Roberthus Perhitungan dan Penetapan objek pajak hotel dan restoran
Nngebursian, | masih mengalami berbagai kendala dilapangan walaupun telah
5.Sos ditetapkan di dalam PERDA sebesar 10%, hal ini disebabkan
karena kurannya pemahaman pemilik hotel dan restoran
tentang pajak 10% vyang dibebankan kepada konsumen,
sehingga pada waktu melakukan penetapan dengan
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mereka
sering kali menunggak bahkan tidak melunasi kewajibannya
dalam membayar pajak. Selain itu juga dikarenakan kurannya
pemahaman masyarakat / konsumen tentang pentinnya pajak
bagi pembangunan daerah, akibainya pada waktu dilakukan
perhitungan oleh pemilik hotel dan restoran atas jasa yang
telah disediakan ditambahkan dengan 10% pajak konsumen
tidak mau melakukan pembayaran terhadap pajak dimaksud,
hal ini dianggap sebagai kenaikann harga.
Frans Bagaimana pendapat saudara mengenai pelaksanaan
kegiatan penagihan di lapangan? Jelaskan
Bernadus Pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kepulauan
Kalabilgair, Aru biasannya dilakukan ~pada akhir bulan dengan
S.Sos menggukanan SKPD- yang dikeluarkan oleh bidang
pendaftaran, pendataan-dan penetapan, besaran pajak terutang
untuk hotel dan restoran ditentukan setelah mengambil data
dan wajib pajak. Namun sering kali wajib pajak menolak untuk
membayar pajak dengan alasan ketetapannya terlalu besar hal
inilah yang-menyebabkan pajak hotel dan restoran tidak dapat
mercapai target, selain itu juga terdapat hal lain yang cukup
penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan yakni kurangnya
pengetahuan wajib pajak tentang kegunaan pajak bagi
pembangunan daerah oleh karena itu sosialisasi perlu
dilaksanakan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam hal membayar pajak.
Frans Bagaimana sistem pelaporan pajak yang dilakukan di
lapangan? jelaskan selama ini?
Markus Labok, | Masalah yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah
S.Mn Kabupaten Kepulauan Aru khususnya didalam melakukan
pembukuan adalah tidak adanya koordinasi dan kerja sama
yang baik antara bidang — bidang serta belum adanya penerapan
Sistim Manajemen Pendapatan Daerah sehingga sering kali

terjadi kebocoran-kebocoran.

Frans Menurut anda apa yang menjadi hambatan ditemui
dilapangan oleh petugas pajak dan wajib pajak?

Simon Kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan kelalaian pajak

Sipahelut, S.Sos | adalah belum dilakukannya pencatatan dengan baik terhadap
wajib pajak yang sudah melunasi kewajibannya dan yang
belum, serta pencatatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Derah
(SKPD) vang dikeluarkan ketika melakukan penyerahan dan
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penyampaian SKPD kepada wajib pajak, dan juga belum
ditegakannya sanksi bagi wajib pajak yang lalai dalam
melunasi kewajibannya sehingga wajib pajak menjadi acuh tak
acuh terhadap penetapan pajak yang diberikan,

Frans Bagaimana pendapat saudara tentang sistim dan prosedur
yang ada pada dinas selama ini sudah berjalan baik atau
belum? Kelemahan dan hambatan apakah yang selama ini
masib terjadi ?

J.Ubyaan, S.Sos | Sistim dan prosedur kenja telah berjalan dengan baik karna
adanya pembagian kerja menurut tugas pokok dan fungsi dari
masing-masing bidang. Kelemahan dan hambatan yang ada
selama ini adalah sistim penetapan dan pemungutan dirasakan
kurang tepat dan juga dalam penetapan target pajak hotel dan
restoran tidak didasarkan atas perhitungan potensi yang ada
sehingga target yang ditetapkan terlampau besar menyebabkan
sulit untuk mencapai target. upaya yang lebih intensif serta
perlu untuk melakukan penetapan dengan menggunakan self
assesment system, dimana pemerintah memberikan kewenang
kepada wajib pajak untuk mienentukan sendiri besarnya pajak
yang terutung, menyetor dan meélapor sendiri pajak terutangnya
sehingga tidak ada lagi alasan dari wajib pajak untuk tidak
melunasi kewajibannya:

Frans Menurut saudara-apakah Pajak Daerah (Pajak Hotel dan
Restoran) meémberikan kontribusi terhadap pendapatan
asli daerah? Jika belum, faktor - faktor apakah yang
menyebabkan?

Simon Belum adanya kesadaran mayarakat dalam membayar
Sipahelut, S.Sos | pajak. Padahal pajak sudah diatur dalam perundang-
undangan. Hal ini dikerenakan belum dikenakan sanki
apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibanya dalam
membayar pajak selain itu juga sisim pemungutan yang selama
ini digunakan masih belum tepat dan dirasakan oleh wajib pajak
sangat memberatkan serta adanya penetapan target pajak yang
tidak didasarkan atas perhitungan potensi yang ada
Frans Bagaimana pendapat saudara tentang sarana prasarana
pendukung dalam pelaksanaan tugas dinas selama ini?
Apakah sudah memadai atan belum? Jika belum,
kelemahan dan hambatan apakah yang selama ini masih
terjadi ?

W. Herwawan | Sarana dan prasarana yang merupakan faktor penunjang
yang sangat penting dalam mendukung kelancaran
proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah di 7 Kecamatan
dirasakan masih kurang, khususnya transportasi laut, dimana
kecamatan-kecamatan tersebut ditempuh dengan menggunakan
transportasi laut, transportasi sangat diperlukan karena letak
lokasi objek patak saling berjauhan yang apabila pelaksanaan
pemungutanya tidak dilengkapi oleh sarana tersebut maka akan
menambah beban bitaya pungut semakin besar. Dan ketetapan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



437 L.pdf

waktu pelaksanaan pemungutan tidak sesuai dengan yang
direncanakan dan dengan sendirinya akan mengurangi
penerimaan pajak tersebut.

Hambatan yang sering kali terjadi dalam wupaya untuk
memenuhi sarana dan prasarana adalah masalah keterbatasan
anggaran.

Frans Apakah ada sangsi bagi wajib pajak bila mangkir dari
pajak yang seharusnya dibayar?
Markus Labok, | Ada sangsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
S.Mn 2008 tentang Pajak Hotel pada Pasalnya 34 Ayat 1 dan 2 begitu
pula dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pajak Restoran pada Pasainya 34 Ayat 1 dan 2.
Frans Apa sangsi tersebut sudah diterapkan atau belum?
Markus Labok, | Sangsi selama ini belum diterapkan dengan berbagai alasan
S.Mn salah satu diantarannya adalah pengetabun wajib pajak masih
sangat terbatas tentang pajak dan retribusi daerah.
Frans Sangsinya berupa apa? apa sudah sesuvai dengan ataran?
Markus Labok, | Berupa pidana dengan kurungan paling lama 1 tahun sampai 2
S.Mn tahun dan atau denda paling banyak 2 sampai 4 kali jumlah
pajak yang terutang. Hal ini sésuai dengan peraturan daerah
tentang Pajak Hotel dan Restoran.
Frans Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan pajak hotel
dan restoran yang dilaksanakan di Kabupaten Aru?
Roberthus Kebijakan dalam sistim penetapan dan pemungutan yang
Nngebursian, | dijalankan selama ini dengan menggunakan official assesment
S.Sos system dimana pemerintah daerah.menentukan besaran pajak
terutang, kepada wajib pajak hal ini dirasakan belumlah tepat
dan memberatkan vsajib pajak, sehingga dipandang perlu
merubah kebijakan tersebut.
Frans Saran anda untuk perbaikan dan pengembangan kedepan?

Ny. S. de Fretes

1. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam
mendukung kelancara tugas

2. Kwalitas para petugas pajak perlu ditingkatkan terutama
petugas penyuluh dan petugas pungut

3. Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah perlu
direfisi sesuai dengan Undang-undang 28 Tahun 2009

4. sistim penetapan official assesment system perlu dirubah
dengan Self Assesment System.

5. Koordinasi dan kerja sama antara instansi terkait perlu
ditingkatkan
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